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GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR  20  TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2019 
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, setiap instansi Pemerintah wajib 
menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja; 
 

b. bahwa dalam penataan sumber daya manusia yang 
mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola 

pemerintahan daerah, diperlukan informasi jabatan dan 
kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah 

yang diperoleh dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja; 

 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah            
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah  sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019  

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10                
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 9           

Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, 

sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan 
hukum saat ini sehingga perlu diubah; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

SALINAN 

jdih.baliprov.go.id


jdih.baliprov.go.id 

 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 1649); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua                
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 
 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri              

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 
 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020              

Nomor 26); 
 
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10            
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 5); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG 
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 9                

Tahun 2019 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam  Berita Daerah Provinsi Bali. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Diundangkan di Bali 

pada tanggal 13 Mei 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 ttd 
 
 

 DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 20 
 

 

Ditetapkan di Bali 

pada tanggal 13 Mei 2020 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 ttd  
 
 

WAYAN KOSTER 
 

 

       PARAF KOORDINASI  

Asisten Pemerintahan dan 

Kesra 
 

Kepala Biro Hukum   

Kepala Biro Organisasi 
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